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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengaturan tentang tindak pidana memperjual belikan organ/jaringan tubuh dalam KUHP belum secara jelas melarang adanya perbuatan perdagangan organ tubuh manusia, begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang yang memasukkan perdagangan organ tubuh kedalam tindakan eksplotasi terhadap orang sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah mengatur dengan jelas bahwa organ tubuh manusia dilarang untuk diperdagangkan dalam kondisi apapun juga. 
Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana memperjual belikan organ/jaringan tubuh  adalah secara tegas dalam Pasal 192 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 bahwa setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar rupiah. 
Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana memperjual belikan organ/jaringan tubuh manusia adalah secara tegas melarang segala bentuk kegiatan memperjualbelikan organ tubuh manusia. Pelaku tindak pidana ini dapat dijerat berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan utama, dengan sanksi pidana yang berat. kebijakan hukum pidana di Indonesia berfokus pada pencegahan dan penindakan yang tegas terhadap praktik ilegal jual beli organ tubuh, dengan menggunakan landasan hukum yang kuat untuk melindungi martabat dan kesehatan manusia

Saran

Pemerintah diharapkan menyusun sebuah peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai perdagangan organ tubuh manusia dan mengenai mekanisme serta regulasi donor organ tubuh manusia guna keperluan transplantasi organ tubuh manusia 

Kepada masyarakat yang mengetahui, mendengar, melihat terjadinya transaksi jual beli organ tubuh, hendaklah segera melaporkan kepada pihak yang berwenang. 

Perlu batasan tegas yang mengatur tentang larangan komersial terhadap donor transplantasi organ. Perlu adanya peringatan tentang tindakan transplantasi organ terutama dari sisi hukum yang mengaturnya baik melalui media ataupun tertulis berupa poster di Rumah Sakit atau layanan kesehatan.


